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PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR {2 TAHUN 2OA7

TENTANG

PEIIBENTUKAN KECATiATAN TOAPAYA, KECAMATAN MANTANG,

KECAMATAN BINTAN PESISIR DAN KECAMATAN SERI KUALA LOBAM

DENGAN RAHiIAT TUHAN YAT{G MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Mengingat : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pernbangunan

di Kabupaten Bintan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam

masyarakat perlu adanya pemekaran Kecamatan sesuai keinginan

masyarakat pada saat ini;

bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas

wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan

meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang

Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka

untuk ifu perlu adanya Pembentukan Kecamatan baru disamping

Kecamatan lnduk;

bahwa untuk maksud tesebut diatas pada huruf a dan b perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan

Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2002 Nomor 1 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237 );

Menimbang: 1.

b.

c.

2.



3.
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Undang-undang t{ornor 32 Tahun 2Oo4. Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran l.tegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 20cr- Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4a34;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a389);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor il,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158

Tambahan Lembaran Negara Nomor a587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 159

Tambahan Lembaran Negara Nomor a588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan

Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48781;

l0.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang

Pedoman Pembentukan Kecamatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

llr:

4.

5.

6.

7.

8.

14. Peraturan.....
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L- ftraUran herah Kabupaten Bintan Nornor 10 Tahun 2005 tentang

Hqnan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten

han (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);

Dengan Percetujuan Bersama

IEWA}I PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TOAPAYA, KECAMATAN

MANTANG, KECAITIATAN BINTAN PESISIR DAN KECAiIATAN

SERI KUALA LOBAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

5. Camat adalah Kepala Kecamatan;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sbtem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Deryan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang,
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BAB III

IzuKOTA

Pasal 3

Hndan Toapaya berkedudukan di Kelurahan Toapaya Asri.

Pasal 4

Xsnatan Mantang berkedudukan di Desa Mantang Lama.

rK

Pasal 5

l(ecamatan Bintan Pesisir berkedudukan di Desa Kelong.

Pasal 6

br*ffi Kecamatan Seri Kuala Lobam berkedudukan di Kelurahan Teluk Lobam.

BAB IV

WLAYAH dan BATAS

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 7

Kecamatan Toapaya merupakan pemekaran dari Kecamatan Gunung Kijang terdiri dari :

a. Kelurahan Toapaya Asri

b. Desa Toapaya Utara

c. DesaToapaya

d. Desa Toapaya Selatan

Pasal 8

Kecamatan Mantang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bintan Timur terdiridari :

a. Desa Mantang Lama

b. Desa Mantang Besar

c. Desa Mantang Baru

d. Desa Dendun
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Pasal 9

lGcamatan Bintan Pesisir merupakan pemekaran berasal dari Kecamatan Bintan Timur

Hiridari :

a- Desa Mapur

b. Desa Numbing

c. Desa Kelong

d. Desa Air Gelubi

Paeal 10

Kecamatan Seri Kuala Lobam merupakan pemekaran berasal dari Kecamatan Bintan

Utara terdiri dari :

a. Desa Kuala Sempang

b. Desa Busung

c. Desa Teluk Sasah

d. Kelurahan Teluk Lobam

e. Kelurahan Tanjung Permai

Pasal 11

Dengan dibentuknya Kecamatan Toapaya maka wilayah Kecamatan Gunung Kijang

terdiridari :

a. Desa Malang Rapat

b. Desa Teluk Bakau

c. Desa Gunung Kijang

d. Kelurahan Kawal

Pasal 12

Dengan dibentuknya Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir maka wilayah

Kecamatan Bintan Timur terdiri dari :

a. Kelurahan Kijang Kota

b. Kelurahan Sungai Enam

c Kelurahan Gunung Lengkuas

f,i" l(elurahan Sungai Lekop
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kd 13

fbngan dibentuknya Kecamatan Seri Kuala Lobam maka wilayah Kecamatan Bintan

lLba terdiri dari :

a" Desa Lancang Kuning

b' Kelurahan Tanjung Uban Selatan

c. Kelurahan Tanjung Uban Timur

d* Kelurahan Tanjung Uban Utara

e" Kelurahan Tanjung Uban

Bagian Kedua

Batas

Pasal 14

(1) Kecamatan Toapaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Sebong

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Air Raja dan Kelurahan Pinang

Kencana Kota Tanjungpinang

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kijang

(2) Kecamatan Mantang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan

Bintan Pesisir

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Galang Kota Batam

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Pesisir

(3) Kecamatan Bintan Pesisir mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kijang

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang dan Laut Senayang

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan

(4) Kecamatan Seri Kuala Lobam mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bintan Utara

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Lobam

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Batam

rl Rahalah Tirvrrrr har{rofocan r{anrran Kaoarnqlqn Talrrlz Qa}rnnrr
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t'tagainana dirnaksud pada a)tat (1), (2), (3) dan (4), ditrangkan

Ftg meflipakan bagian lrang tklak terpisahkan dari Peraturan Daerah

batas wilayah Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan

hsbk, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam, secara pasti dilapangan

dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dengan Peraturan

BAB V

KETENTUAN LAIN. LAIN

Pasal 15

rrenrimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantarg,

Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam diangkat seorang Camat

fugawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui

Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

Peraturan Daerah ini.

Pasal {6

Toapaya, Camat Mantiang, Camat Bintan Pesisir dan Camat Seri Kuala Lobant

dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilantik oleh Bupati pada

yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kecamatan Toapaya,

Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Pasal 17

Dalam membantu Camat untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan

Toapaya, Kecamatan Mantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuah

Lobam dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang

tltetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Penrbiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Toapaya, Kecamatan

llantang, Kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Seri Kuala Lobam dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-
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BAB YI

KETENTUAN PENUruP

Pasal 19

tbrah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

r*aF dang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Pelahran
-- dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kiieng
pada tanggal 23 A$rsfrls Nl

di Kijang
tanggal 23 Agustus 2007

DAERAH \
BTNTAN f

DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2$7 XN@
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